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Abstrak

Peredaran gelap narkotika melalui jalur laut merupakan salah satu modus yang sering
digunakan oleh jaringan kejahatan terorganisir. Dalam praktik penegakan hukum, kasus
penyelundupan narkotika melalui kapal seringkali melibatkan pekerja transportasi laut seperti
Anak Buah Kapal (ABK) yang turut dijerat sebagai pelaku tindak pidana. Kondisi tersebut
menimbulkan persoalan hukum mengenai batas pertanggungjawaban pidana terhadap pekerja
transportasi laut yang berada di dalam kapal tempat ditemukannya narkotika. Permasalahan ini
berkaitan dengan prinsip bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana
apabila terbukti memiliki kesalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pertanggungjawaban pidana pekerja transportasi laut dalam tindak pidana penyelundupan
narkotika serta pembuktian kesalahan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan,
pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pekerja transportasi laut
harus didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan sebagaimana prinsip geen straf zonder
schuld. Keberadaan pekerja transportasi laut di dalam kapal tidak secara otomatis
menjadikannya sebagai pelaku tindak pidana narkotika apabila tidak terbukti adanya
pengetahuan, penguasaan, atau keterlibatan dalam perbuatan tersebut. Oleh karena itu, aparat
penegak hukum harus membuktikan adanya unsur kesalahan melalui alat bukti yang sah
sebelum menjatuhkan pertanggungjawaban pidana, sehingga tidak terjadi kriminalisasi
terhadap pekerja transportasi laut yang tidak memiliki keterlibatan dalam tindak pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pekerja Transportasi Laut, ABK, Penyelundupan
Narkotika, Pembuktian Kesalahan.

Abstract

The lllicit trafficking of narcotics through maritime routes has become one of the methods
frequently used by organized criminal networks. In law enforcement practice, narcotics
smuggling cases involving ships often implicate maritime transportation workers, such as ship
crew members, who are prosecuted as criminal offenders. This situation raises legal issues
concerning the limits of criminal liability for maritime transportation workers who are present
on vessels where narcotics are discovered. The issue is closely related to the principle that a
person may only be held criminally liable if fault can be established. This study aims to analyze
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the criminal liability of maritime transportation workers in narcotics smuggling cases and the
proof of fault that must be established by law enforcement authorities. This research employs
a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal
materials consist of legislation, court decisions, and relevant legal literature. The results
indicate that criminal liability for maritime transportation workers must be based on the
fulfillment of the element of fault in accordance with the principle of geen straf zonder schuld.
The mere presence of maritime transportation workers on a vessel does not automatically
establish their criminal liability if there is no evidence of knowledge, control, or involvement
in the narcotics smuggling activity. Therefore, law enforcement authorities must prove the
element of fault through lawful evidence before imposing criminal liability, in order to prevent
the criminalization of maritime transportation workers who are not involved in the offense.
Keywords: Criminal Liability, Maritime Transportation Workers, Ship Crew, Narcotics
Smuggling, Proof Of Fault.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan sangat luas serta
jalur pelayaran yang strategis. Kondisi geografis tersebut menjadikan Indonesia tidak hanya
sebagai jalur perdagangan internasional, tetapi juga rentan dimanfaatkan sebagai jalur
peredaran gelap narkotika. Perairan Indonesia yang luas dan banyaknya pelabuhan, baik resmi
maupun tidak resmi, sering dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan transnasional untuk
melakukan penyelundupan narkotika melalui moda transportasi laut. Fenomena ini
menunjukkan bahwa jalur laut menjadi salah satu jalur utama dalam distribusi narkotika yang
masuk ke wilayah Indonesia.!

Pemerintah Indonesia melalui kebijakan hukum pidana berupaya menanggulangi
peredaran gelap narkotika dengan menerbitkan berbagai regulasi, salah satunya melalui
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut mengatur
berbagai bentuk tindak pidana narkotika serta memberikan ancaman pidana yang berat bagi
pelaku, termasuk pidana penjara jangka panjang hingga pidana mati. Penegakan hukum yang
tegas ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera serta melindungi masyarakat dari bahaya
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang semakin kompleks.?

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum sering muncul persoalan terkait
dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang berada dalam lingkup
operasional transportasi laut, khususnya pekerja transportasi seperti Anak Buah Kapal (ABK).
Dalam beberapa kasus penyelundupan narkotika melalui kapal, aparat penegak hukum tidak
hanya menjerat pihak yang diduga sebagai pemilik atau pengendali narkotika, tetapi juga awak
kapal yang berada di dalam kapal tersebut pada saat penangkapan. Hal ini menimbulkan
pertanyaan mengenai sejauh mana pekerja transportasi laut dapat dimintai pertanggungjawaban

! Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Laporan Tahunan Narkotika Indonesia 2024 (Jakarta: BNN RI,
2024), hlm. 15.

2Eddy O.S. Hiariej, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana,” Jurnal Rechts
Vindingl1, no. 2 (2022): 215.
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pidana atas keberadaan narkotika yang ditemukan di dalam kapal tempat mereka bekerja.’

Permasalahan tersebut berkaitan erat dengan prinsip dasar dalam hukum pidana bahwa
seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan pada dirinya. Prinsip ini dikenal
dengan asas geen straf zonder schuld, yang berarti tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan.
Dengan demikian, dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang, perlu
dibuktikan adanya unsur kesalahan (schuld) yang mencakup adanya kesadaran atau
pengetahuan mengenai perbuatan yang dilakukan. Dalam konteks penyelundupan narkotika
melalui transportasi laut, pembuktian mengenai apakah seorang pekerja kapal mengetahui atau
tidak mengetahui keberadaan narkotika menjadi aspek yang sangat penting.*

Di sisi lain, praktik kejahatan narkotika pada umumnya melibatkan jaringan terorganisir
yang memiliki struktur dan pembagian peran tertentu, seperti bandar, pengendali, kurir,
maupun pihak-pihak lain yang berperan dalam proses distribusi. Dalam kondisi tertentu,
pekerja transportasi laut dapat saja berada dalam posisi yang rentan dimanfaatkan oleh jaringan
tersebut tanpa mengetahui secara pasti keberadaan narkotika yang dibawa oleh kapal. Oleh
karena itu, diperlukan analisis yang cermat untuk membedakan antara pihak yang benar-benar
terlibat secara sadar dalam tindak pidana dengan pihak yang hanya berada dalam situasi
tertentu karena hubungan pekerjaan.’

Salah satu contoh kasus yang menimbulkan perdebatan mengenai pertanggungjawaban
pidana pekerja transportasi laut adalah perkara yang melibatkan seorang ABK bernama Fandi
Ramadhan, yang ditangkap dalam kasus penyelundupan narkotika melalui kapal. Dalam
perkara tersebut ditemukan narkotika dalam jumlah besar di kapal tempat terdakwa bekerja,
sehingga ia turut dijerat dalam perkara tindak pidana narkotika. Kasus ini menimbulkan
diskursus mengenai apakah keberadaan seseorang di dalam kapal secara otomatis dapat
dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan mengetahui dan turut serta dalam
tindak pidana penyelundupan narkotika.®

Berdasarkan uraian tersebut, menjadi penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai
pertanggungjawaban pidana pekerja transportasi laut dalam kasus penyelundupan narkotika,
khususnya terkait dengan pembuktian unsur kesalahan dan pengetahuan terhadap keberadaan
narkotika. Analisis ini diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif
mengenai penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam praktik peradilan, serta untuk
menilai apakah putusan pengadilan dalam perkara-perkara tersebut telah sejalan dengan
prinsip-prinsip dasar hukum pidana.’

3 Mahrus Ali, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Narkotika Terorganisir,” Jurnal IUS QUIA
IUSTUM 29, no. 3 (2022): 412.

4 Chairul Huda, “Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana,” Jurnal Hukum dan Peradilan 10, no. 2
(2021): 189.

> Ahmad Sofian, “Criminal Liability in Organized Narcotics Crime,” Jurnal Legislasi Indonesia 20, no. 1 (2023):
77.

¢ Lilik Mulyadi, Pembuktian dalam Perkara Pidana Narkotika (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 94.

7 Ridwan Arifin, “Pembuktian Unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana Narkotika,” Jurnal De Jure 24, no. 1 (2024):
33.
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State of the Art (Posisi Penelitian)

Kajian mengenai tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan dalam berbagai
penelitian hukum di Indonesia. Sejumlah penelitian menyoroti aspek kebijakan hukum pidana
dalam penanggulangan narkotika serta pertanggungjawaban pidana pelaku peredaran gelap
narkotika. Penelitian-penelitian tersebut pada umumnya menekankan pentingnya efektivitas
penegakan hukum, kebijakan kriminal yang komprehensif, serta perlindungan masyarakat dari
dampak peredaran gelap narkotika yang semakin kompleks dan terorganisir.®

Sebagian besar penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek penegakan hukum
terhadap pelaku utama peredaran narkotika, termasuk peran aparat penegak hukum, kebijakan
kriminal dalam pemberantasan narkotika, serta efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap
pelaku tindak pidana narkotika. Selain itu, terdapat pula penelitian yang membahas mengenai
peran kurir narkotika dalam jaringan peredaran gelap serta penerapan sanksi pidana terhadap
pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan narkotika terorganisir. Namun, penelitian-penelitian
tersebut masih berfokus pada pelaku utama dan belum secara khusus mengkaji posisi pekerja
transportasi laut dalam tindak pidana narkotika.’

Kajian yang secara khusus menyoroti pertanggungjawaban pidana pekerja transportasi
laut dalam kasus penyelundupan narkotika masih relatif terbatas. Dalam praktiknya, pekerja
transportasi laut seperti Anak Buah Kapal (ABK) seringkali berada dalam posisi yang
kompleks, karena mereka dapat saja berada di dalam kapal yang digunakan untuk mengangkut
narkotika tanpa memiliki pengetahuan mengenai keberadaan barang terlarang tersebut. Kondisi
ini menimbulkan persoalan hukum mengenai apakah keberadaan seseorang dalam suatu tempat
yang menjadi lokasi ditemukannya narkotika secara otomatis dapat dijadikan dasar untuk
menyatakan bahwa yang bersangkutan turut serta melakukan tindak pidana.'®

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan analisis yang lebih mendalam
mengenai pertanggungjawaban pidana pekerja transportasi laut dalam kasus penyelundupan
narkotika dengan menitikberatkan pada penerapan prinsip kesalahan dalam hukum pidana serta
pembuktian yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menentukan keterlibatan
terdakwa. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual,
dan pendekatan kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih
komprehensif mengenai batas pertanggungjawaban pidana pekerja transportasi laut dalam
perkara narkotika.'!

8 Eddy O.S. Hiariej, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika,” Jurnal Rechts
Vindingl1, no. 2 (2022): 210.

® Mahrus Ali, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Narkotika Terorganisir,” Jurnal IUS QUIA
IUSTUM 29, no. 3 (2022): 415.

10 Ahmad Sofian, “Criminal Liability in Organized Narcotics Crime,” Jurnal Legislasi Indonesia 20, no. 1 (2023):
75.

'l Ridwan Arifin, “Pembuktian Unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana Narkotika,” Jurnal De Jure 24, no. 1
(2024): 30.
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Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pekerja transportasi laut dalam tindak pidana
penyelundupan narkotika menurut hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan kesalahan pekerja transportasi laut
dalam perkara tindak pidana narkotika?

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pekerja transportasi laut dalam tindak
pidana penyelundupan narkotika berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku di
Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan kesalahan
pekerja transportasi laut dalam perkara tindak pidana narkotika.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang
berkaitan dengan transaksi pasar modal, perlindungan investor, serta pengawasan sektor jasa
keuangan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sementara itu, pendekatan
konseptual digunakan untuk menganalisis konsep blockchain, kepastian hukum, perlindungan
hukum, dan keadilan dalam perspektif hukum.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara
sistematis permasalahan hukum yang timbul dari penggunaan teknologi blockchain dalam
transaksi pasar modal, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan norma hukum yang berlaku.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan
perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal
ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan blockchain, pasar modal, dan perlindungan
hukum investor. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta
sumber pendukung lain yang relevan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan
menelusuri dan menginventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, dan
dokumen ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian. Selanjutnya, analisis bahan
hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis dan
gramatikal untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai kedudukan penggunaan
teknologi blockchain dalam transaksi pasar modal menurut hukum positif di Indonesia. Hasil
analisis kemudian disusun secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum umum

16


https://journal.fexaria.com/j/index.php/jhbkm
https://journal.fexaria.com/j/index.php/jhbkm

Jurnal Transformasi Hukum
dan Keadilan Sosial

https://journal.fexaria.com/j/index.php/jthks Vol. 10, No. 2, April 2026

menuju pada persoalan konkret yang menjadi objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum
pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atas suatu perbuatan yang
dilakukannya. Dalam hukum pidana, tidak setiap perbuatan yang melanggar hukum secara
otomatis dapat dijatuhi pidana kepada pelakunya. Agar seseorang dapat dipidana, harus
dipenuhi adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum serta adanya kesalahan pada diri
pelaku. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan perbuatan
yang dilakukan, tetapi juga berkaitan dengan kondisi batin atau sikap batin pelaku terhadap
perbuatan tersebut. '

Salah satu prinsip yang mendasari konsep pertanggungjawaban pidana adalah asas geen
straf zonder schuld, yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menegaskan bahwa
seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila tidak dapat dibuktikan adanya kesalahan pada
dirinya. Kesalahan dalam hukum pidana pada umumnya berkaitan dengan adanya unsur
kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) dalam melakukan suatu perbuatan yang dilarang
oleh hukum. Oleh karena itu, dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana, hakim harus terlebih dahulu menilai apakah terdapat unsur
kesalahan yang dapat dibebankan kepada pelaku. '

Dalam doktrin hukum pidana modern, kesalahan (schuld) memiliki hubungan yang erat
dengan konsep mens rea atau sikap batin pelaku. Mens rea mengacu pada keadaan mental
seseorang ketika melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dengan adanya unsur
mens rea, suatu perbuatan tidak hanya dinilai dari aspek lahiriah atau perbuatannya semata,
tetapi juga dari aspek batiniah pelaku yang menunjukkan adanya kesadaran terhadap perbuatan
tersebut. Pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum pidana modern harus didasarkan
pada adanya kesalahan yang dapat dibuktikan secara objektif dalam proses peradilan pidana.'*

Keberadaan unsur mens rea menjadi indikator penting dalam menentukan adanya
kesalahan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Unsur ini menunjukkan
bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memiliki kesadaran
dan kehendak terhadap perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, pembuktian mengenai sikap
batin pelaku menjadi aspek penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau
tidak. !>

Kesalahan juga berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku serta

12 Mahrus Ali, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Modern,” Jurnal Hukum IUS QUIA
IUSTUM 29, no. 2 (2022): 210.

13 Eddy O.S. Hiariej, “Asas Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana,” Jurnal Rechts Vinding 11, no. 2
(2022): 205.

14 Chairul Huda, “Mens Rea sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana,” Jurnal Hukum dan Peradilan 10, no. 3
(2021): 355.

15 Ahmad Sofian, “Criminal Liability and Mens Rea in Modern Criminal Law,” Jurnal Legislasi Indonesia 20, no.
1 (2023): 70.
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adanya hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan sikap batin pelaku. Apabila
seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum tetapi tidak memiliki kesalahan,
maka orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian,
kesalahan menjadi dasar bagi adanya celaan terhadap pelaku atas perbuatan yang
dilakukannya.'¢

Dalam perkembangan hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana tidak hanya
didasarkan pada adanya perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga pada adanya
pembuktian unsur kesalahan yang melekat pada diri pelaku. Oleh karena itu, pembuktian
mengenai adanya kesalahan menjadi aspek penting dalam proses peradilan pidana. Tanpa
adanya pembuktian mengenai unsur kesalahan tersebut, maka penerapan sanksi pidana
terhadap seseorang dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana.'’

Berdasarkan konsep tersebut, dapat dipahami bahwa dalam menentukan
pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang, hakim tidak hanya mempertimbangkan
keberadaan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga harus menilai apakah pelaku
memiliki kesadaran dan pengetahuan mengenai perbuatannya. Hal ini menjadi sangat relevan
dalam kasus penyelundupan narkotika yang melibatkan pekerja transportasi laut. Dalam situasi
tersebut, perlu dilakukan analisis yang cermat untuk menentukan apakah pekerja transportasi
laut yang berada di dalam kapal benar-benar mengetahui dan terlibat dalam perbuatan
penyelundupan narkotika atau hanya berada dalam posisi sebagai pekerja yang tidak memiliki
pengetahuan mengenai keberadaan barang terlarang tersebut.'®

B. Pengaturan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Indonesia

Tindak pidana narkotika di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini dibentuk sebagai respons terhadap
meningkatnya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang tidak hanya berdampak
pada kesehatan masyarakat, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi,
dan keamanan nasional. Melalui pengaturan tersebut, negara berupaya memberikan dasar
hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan
pemberantasan peredaran gelap narkotika.'®

Dalam undang-undang tersebut, berbagai bentuk perbuatan yang berkaitan dengan
narkotika dikategorikan sebagai tindak pidana, mulai dari menanam, memproduksi, memiliki,
menyimpan, menguasai, hingga mengedarkan narkotika secara tanpa hak atau melawan
hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia memberikan
perhatian yang sangat serius terhadap kejahatan narkotika, sehingga ancaman pidana yang
diberikan pun relatif berat, termasuk pidana penjara dalam jangka waktu yang lama hingga

16 Ridwan Arifin, “Konsep Kesalahan dalam Hukum Pidana Kontemporer,” Jurnal De Jure 24, no. 1 (2024): 28.

17 Lilik Mulyadi, “Pembuktian Unsur Kesalahan dalam Sistem Peradilan Pidana,” Jurnal Hukum dan Peradilan
12, no. 1 (2023): 40.

18 Nur Rochaeti, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika,” Jurnal Penelitian Hukum 3, no.
2 (2022): 115.

19 Badan Narkotika Nasional, Laporan Tahunan Narkotika Indonesia 2024 (Jakarta: BNN RI, 2024), 12.
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pidana mati bagi pelaku tertentu.?°

Beberapa ketentuan yang sering digunakan dalam perkara tindak pidana narkotika antara
lain terdapat dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 111 pada dasarnya mengatur mengenai perbuatan
menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika
golongan I dalam bentuk tanaman tanpa hak atau melawan hukum. Sementara itu, Pasal 112
mengatur mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika
golongan I bukan tanaman tanpa hak atau melawan hukum. Kedua pasal tersebut sering
digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku yang terbukti memiliki atau
menguasai narkotika.?!

Selain itu, Pasal 114 mengatur mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika
tanpa hak atau melawan hukum. Pasal ini umumnya digunakan untuk menjerat pelaku yang
terlibat dalam kegiatan peredaran atau distribusi narkotika. Ancaman pidana yang diatur dalam
pasal ini tergolong berat, terutama apabila jumlah narkotika yang terlibat melebihi batas
tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.??

Di samping itu, Pasal 132 ayat (1) mengatur mengenai permufakatan jahat atau percobaan
untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.
Ketentuan ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk menjerat pihak-pihak yang terlibat
dalam suatu jaringan atau kerja sama dalam melakukan tindak pidana narkotika, meskipun
perbuatan tersebut belum sepenuhnya terlaksana. Dengan adanya ketentuan ini, hukum pidana
memberikan ruang untuk menindak tidak hanya pelaku utama, tetapi juga pihak-pihak yang
turut serta dalam perencanaan maupun pelaksanaan tindak pidana narkotika.?’

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan pasal-pasal tersebut seringkali
menimbulkan persoalan terkait dengan pembuktian unsur “memiliki”, “menguasai”, atau
“mengetahui” terhadap keberadaan narkotika. Unsur-unsur tersebut sangat penting karena
menentukan apakah seseorang dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Dalam
kasus penyelundupan narkotika melalui kapal, keberadaan narkotika di dalam kapal tidak serta-
merta dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh awak kapal mengetahui atau
menguasai narkotika tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembuktian yang cermat mengenai
keterlibatan dan pengetahuan masing-masing pihak terhadap keberadaan narkotika yang
ditemukan.?*

20 Eddy O.S. Hiariej, “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana,”
Jurnal Rechts Vinding 11, no. 2 (2022): 208.

2l Ridwan Arifin, “Penerapan Pasal Kepemilikan Narkotika dalam Praktik Peradilan,” Jurnal De Jure 24, no. 1
(2024): 35.

22 Mahrus Ali, “Penjatuhan Pidana dalam Perkara Peredaran Narkotika,” Jurnal IUS QUIA IUSTUM 29, no. 3
(2022): 420.

23 Ahmad Sofian, “Criminal Liability in Organized Narcotics Crime,” Jurnal Legislasi Indonesia 20, no. 1 (2023):
80.

24 Lilik Mulyadi, “Pembuktian Unsur Menguasai dalam Tindak Pidana Narkotika,” Jurnal Hukum dan Peradilan
12, no. 1 (2023): 47.
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Dengan demikian, penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana,
khususnya mengenai unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Hal ini penting untuk
memastikan bahwa sanksi pidana hanya dijatuhkan kepada pihak yang benar-benar terbukti
memiliki keterlibatan dan kesalahan dalam tindak pidana narkotika tersebut.?

C. Posisi Pekerja Transportasi Laut dalam Tindak Pidana Narkotika

Transportasi laut merupakan salah satu sarana yang sering dimanfaatkan dalam kegiatan
perdagangan internasional maupun distribusi barang antarwilayah. Dalam operasional kapal,
terdapat berbagai pihak yang memiliki peran berbeda, seperti nakhoda, perwira kapal, maupun
Anak Buah Kapal (ABK) yang menjalankan tugas operasional sesuai dengan tanggung jawab
masing-masing. Dalam praktiknya, pekerja transportasi laut pada umumnya hanya
menjalankan tugas berdasarkan perintah atau kontrak kerja tanpa memiliki kewenangan penuh
terhadap muatan yang diangkut oleh kapal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa posisi
pekerja transportasi laut seringkali terbatas pada pelaksanaan tugas teknis tanpa keterlibatan
langsung dalam pengendalian barang muatan kapal.?®

Namun demikian, dalam beberapa kasus penyelundupan narkotika melalui jalur laut,
aparat penegak hukum seringkali menjerat tidak hanya pihak yang diduga sebagai pengendali
atau pemilik narkotika, tetapi juga awak kapal yang berada di dalam kapal tersebut pada saat
dilakukan penangkapan. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai apakah
keberadaan seorang pekerja transportasi laut di dalam kapal dapat secara otomatis dianggap
sebagai bentuk keterlibatan dalam tindak pidana narkotika yang ditemukan di dalam kapal
tersebut. Permasalahan ini menjadi penting karena tidak semua pekerja transportasi laut
memiliki pengetahuan terhadap muatan kapal yang diangkut.?’

Dalam konteks hukum pidana, penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap
seseorang harus memperhatikan unsur kesalahan dan tingkat keterlibatan dalam suatu tindak
pidana. Keberadaan seseorang di lokasi ditemukannya narkotika tidak serta-merta menjadikan
orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana apabila tidak dapat dibuktikan adanya pengetahuan
atau keterlibatan dalam perbuatan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menilai secara
cermat apakah pekerja transportasi laut benar-benar mengetahui dan turut serta dalam
penyelundupan narkotika atau hanya berada dalam posisi sebagai pekerja yang menjalankan
tugasnya.”8

Dalam hukum pidana, keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dianalisis
melalui konsep penyertaan (deelneming). Konsep ini menjelaskan bahwa suatu tindak pidana

25 Nur Rochaeti, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika,” Jurnal Penelitian Hukum 5, no.
2 (2022): 118.

26 Badan Narkotika Nasional, Laporan Tahunan Narkotika Indonesia 2024 (Jakarta: BNN RI, 2024), 18.

27 Ahmad Sofian, “Criminal Liability in Organized Narcotics Crime,” Jurnal Legislasi Indonesia 20, no. 1 (2023):
83.

28 Ridwan Arifin, “Pembuktian Unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana Narkotika,” Jurnal De Jure 24, no. 1
(2024): 37.
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dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan tingkat peran yang berbeda-beda. Ketentuan
mengenai penyertaan dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengklasifikasikan beberapa bentuk
keterlibatan, seperti pelaku utama, orang yang turut serta melakukan, orang yang menyuruh
melakukan, serta orang yang membantu melakukan tindak pidana. Konsep ini menjadi penting
dalam menentukan posisi pekerja transportasi laut dalam tindak pidana narkotika.?’

Dalam konteks penyelundupan narkotika melalui kapal, pihak yang secara aktif
merencanakan, mengendalikan, atau mengorganisasi pengiriman narkotika dapat
dikategorikan sebagai pelaku utama. Sementara itu, pihak yang secara sadar bekerja sama atau
turut serta dalam proses pengangkutan narkotika dapat dikategorikan sebagai turut serta
melakukan tindak pidana. Di sisi lain, terdapat kemungkinan bahwa seseorang hanya berada
dalam posisi sebagai pekerja yang tidak mengetahui keberadaan narkotika, sehingga tidak
dapat secara langsung dikategorikan sebagai pelaku atau peserta dalam tindak pidana tersebut.
Oleh karena itu, pembuktian mengenai pengetahuan dan keterlibatan menjadi faktor utama
dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.*’

Selain itu, kejahatan narkotika pada umumnya dilakukan oleh jaringan yang terorganisir
dengan pembagian peran yang jelas antara pelaku utama, pengendali, kurir, dan pihak-pihak
lain yang terlibat dalam proses distribusi. Dalam kondisi tertentu, pekerja transportasi laut
dapat berada pada posisi yang rentan dimanfaatkan oleh jaringan tersebut tanpa mengetahui
secara pasti bahwa kapal yang mereka operasikan digunakan untuk kegiatan penyelundupan
narkotika. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai peran dan tingkat
keterlibatan masing-masing pihak untuk menentukan apakah pekerja transportasi laut tersebut
dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.’!

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa posisi pekerja transportasi laut dalam
kasus penyelundupan narkotika tidak dapat dinilai secara sederhana hanya berdasarkan
keberadaan mereka di dalam kapal. Penilaian mengenai pertanggungjawaban pidana harus
didasarkan pada pembuktian mengenai adanya pengetahuan, keterlibatan, dan peran nyata
dalam tindak pidana tersebut. Dengan demikian, penerapan hukum pidana terhadap pekerja
transportasi laut perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak mengabaikan prinsip dasar hukum
pidana yang menekankan adanya kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.*

D. Pembuktian Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembuktian kesalahan. Dalam
hukum acara pidana, pembuktian merupakan proses untuk menentukan apakah terdakwa

2 Eddy O.S. Hiariej, “Konsep Penyertaan dalam Hukum Pidana Modern,” Jurnal Rechts Vinding 11, no. 2 (2022):
220.

30 Mahrus Ali, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Terorganisir,” Jurnal IUS QUIA IUSTUM 29, no.
3 (2022): 425.

31 Lilik Mulyadi, “Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika,” Jurnal Hukum dan Peradilan 12, no. 1
(2023): 50.

32 Nur Rochaeti, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika,” Jurnal Penelitian Hukum 3, no.
2 (2022): 120.
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terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan. Aparat penegak hukum memiliki
kewajiban untuk membuktikan adanya kesalahan sebelum seseorang dijatuhi pidana. Hal ini
sejalan dengan prinsip bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan, sehingga pembuktian menjadi
syarat utama dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang.*’

Pembuktian dalam perkara pidana mengacu pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan alat bukti berupa keterangan saksi,
keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara penyelundupan
narkotika yang melibatkan pekerja transportasi laut, alat bukti tersebut harus menunjukkan
adanya keterlibatan dan pengetahuan terdakwa terhadap keberadaan narkotika. Dengan
demikian, keberadaan terdakwa di dalam kapal tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai
bentuk penguasaan terhadap narkotika tanpa adanya pembuktian yang menunjukkan hubungan
antara terdakwa dengan barang terlarang tersebut.**

Keberadaan narkotika di dalam kapal tidak serta merta menunjukkan kesalahan seluruh
awak kapal. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa pekerja
transportasi laut mengetahui, menguasai, atau turut serta dalam penyelundupan narkotika.
Tanpa adanya pembuktian tersebut, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan
kepada pekerja transportasi laut. Pembuktian mengenai unsur mengetahui atau menguasai
menjadi penting untuk menentukan apakah terdakwa memiliki keterlibatan dalam tindak
pidana narkotika.®

Pembuktian kesalahan juga berkaitan dengan unsur mens rea. Unsur ini menunjukkan
adanya niat atau kesadaran pelaku dalam melakukan suatu perbuatan. Dalam perkara yang
melibatkan Anak Buah Kapal (ABK), pembuktian mens rea dapat dilihat dari peran terdakwa
dalam operasional kapal, hubungan dengan pihak lain yang terlibat, serta keterlibatan dalam
proses pengangkutan narkotika. Oleh karena itu, hakim harus menilai secara komprehensif
seluruh alat bukti untuk menentukan apakah terdapat unsur kesengajaan atau kealpaan pada
diri terdakwa.>¢

Dengan demikian, pembuktian kesalahan menjadi faktor utama dalam menentukan
pertanggungjawaban pidana pekerja transportasi laut. Aparat penegak hukum harus
memastikan bahwa setiap orang yang dijatuhi pidana benar-benar memiliki kesalahan yang
dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini penting untuk mencegah terjadinya
kriminalisasi terhadap pekerja transportasi laut yang tidak memiliki keterlibatan dalam tindak
pidana penyelundupan narkotika.?’

33 Lilik Mulyadi, “Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” Jurnal Hukum dan Peradilan 12, no. 1
(2023): 45.

3 Ridwan Arifin, “Pembuktian Unsur Menguasai dalam Tindak Pidana Narkotika,” Jurnal De Jure 24, no. 1
(2024): 39.

35 Ahmad Sofian, “Criminal Liability in Organized Narcotics Crime,” Jurnal Legislasi Indonesia 20, no. 1 (2023):
86.

36 Eddy O.S. Hiariej, “Mens Rea dalam Pertanggungjawaban Pidana,” Jurnal Rechts Vinding 11, no. 2 (2022):
225.

37 Mahrus Ali, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Modern,” Jurnal 1US QUIA
IUSTUM 29, no. 3 (2022): 430.
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E. Analisis Kasus Penyelundupan Narkotika yang Melibatkan Pekerja Transportasi Laut

Kasus penyelundupan narkotika melalui jalur laut yang melibatkan pekerja transportasi
laut menunjukkan kompleksitas dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap
pihak-pihak yang berada dalam suatu kapal. Salah satu perkara yang menarik untuk dianalisis
adalah kasus yang melibatkan seorang Anak Buah Kapal (ABK) bernama Fandi Ramadhan
yang ditangkap dalam operasi penegakan hukum terkait penyelundupan narkotika melalui
kapal. Dalam perkara tersebut, aparat penegak hukum menemukan narkotika dalam jumlah
besar di kapal tempat terdakwa bekerja sehingga ia turut dijerat dalam tindak pidana narkotika.
Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai batas pertanggungjawaban pidana pekerja
transportasi laut yang tidak memiliki kewenangan terhadap muatan kapal.*®

Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, aparat penegak hukum
umumnya menggunakan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan kepemilikan,
penguasaan, maupun peredaran narkotika. Dalam perkara penyelundupan narkotika melalui
kapal, ketentuan yang sering digunakan antara lain Pasal 112 mengenai kepemilikan atau
penguasaan narkotika serta Pasal 114 yang mengatur mengenai peredaran atau perantara dalam
jual beli narkotika. Selain itu, Pasal 132 ayat (1) juga digunakan untuk menjerat pihak-pihak
yang dianggap terlibat dalam permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika. Penerapan
pasal-pasal tersebut memerlukan pembuktian mengenai hubungan antara terdakwa dengan
narkotika yang ditemukan.

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pekerja transportasi laut seperti
ABK, perlu dilakukan analisis yang cermat mengenai posisi, peran, dan tingkat keterlibatan
terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Keberadaan seseorang di dalam kapal yang membawa
narkotika tidak secara otomatis menunjukkan adanya kesengajaan (dolus) maupun kealpaan
(culpa). Oleh karena itu, pembuktian mengenai pengetahuan terdakwa terhadap keberadaan
narkotika menjadi unsur penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Tanpa
adanya pembuktian tersebut, penerapan sanksi pidana berpotensi bertentangan dengan asas
geen straf zonder schuld.*

Dalam praktiknya, awak kapal seringkali hanya menjalankan tugas operasional
berdasarkan perintah kerja tanpa memiliki kewenangan untuk mengetahui atau mengendalikan
seluruh muatan kapal. Oleh karena itu, keberadaan narkotika di dalam kapal tidak serta-merta
dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh awak kapal mengetahui atau turut serta
dalam penyelundupan narkotika. Kondisi ini menuntut aparat penegak hukum untuk
membuktikan adanya hubungan antara terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan.*!

38 Badan Narkotika Nasional, Laporan Tahunan Narkotika Indonesia 2024 (Jakarta: BNN RI, 2024), 22.
3 Ridwan Arifin, “Pembuktian Unsur Menguasai dalam Tindak Pidana Narkotika,” Jurnal De Jure 24, no. 1

(2024): 41.

40 Eddy O.S. Hiariej, “Asas Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana,” Jurnal Rechts Vinding 11, no. 2
(2022): 228.

4 Ahmad Sofian, “Criminal Liability in Organized Narcotics Crime,” Jurnal Legislasi Indonesia 20, no. 1 (2023):
88.
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Apabila dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana, seseorang hanya dapat
dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memiliki unsur kesalahan yang dapat
dibebankan kepadanya. Unsur kesalahan tersebut berkaitan dengan adanya kesadaran atau
pengetahuan terhadap perbuatan yang dilakukan. Dalam konteks penyelundupan narkotika
melalui kapal, pembuktian mengenai apakah pekerja transportasi laut mengetahui keberadaan
narkotika menjadi faktor yang sangat menentukan dalam menilai apakah yang bersangkutan
dapat dipidana.*?

Selain itu, keterlibatan terdakwa juga dapat dianalisis melalui konsep penyertaan
(deelneming) dalam hukum pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP,
seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku apabila ia melakukan, menyuruh melakukan,
turut serta melakukan, atau membantu melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, dalam
kasus yang melibatkan pekerja transportasi laut, perlu dibuktikan apakah terdakwa memiliki
peran aktif dalam penyelundupan narkotika atau hanya berada dalam posisi sebagai pekerja
yang tidak mengetahui keberadaan barang terlarang tersebut.*?

Dalam perkara yang melibatkan Fandi Ramadhan, posisi terdakwa sebagai ABK menjadi
aspek penting yang dipertimbangkan dalam proses peradilan. Hakim tidak hanya
mempertimbangkan keberadaan narkotika di dalam kapal, tetapi juga menilai peran serta
tingkat keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Pertimbangan hakim tersebut
menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada unsur
kesalahan sehingga tidak setiap orang yang berada di lokasi ditemukannya narkotika secara
otomatis dipersalahkan sebagai pelaku tindak pidana.**

Dengan demikian, analisis terhadap kasus ini menunjukkan bahwa penerapan hukum
pidana dalam perkara penyelundupan narkotika yang melibatkan pekerja transportasi laut harus
memperhatikan prinsip dasar hukum pidana, khususnya mengenai adanya unsur kesalahan dan
tingkat keterlibatan pelaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum
dilakukan secara adil serta tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap pekerja transportasi laut
yang tidak memiliki keterlibatan dalam tindak pidana penyelundupan narkotika.*’

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana terhadap pekerja transportasi laut dalam tindak pidana
penyelundupan narkotika harus didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan. Keberadaan
pekerja transportasi laut di dalam kapal yang membawa narkotika tidak secara otomatis
menjadikannya sebagai pelaku tindak pidana. Penentuan pertanggungjawaban pidana harus

42 Mahrus Ali, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Modern,” Jurnal IUS QUIA
IUSTUM 29, no. 3 (2022): 433.

4 Lilik Mulyadi, “Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika,” Jurnal Hukum dan Peradilan 12, no. 1
(2023): 55.

4 Nur Rochaeti, “Pertimbangan Hakim dalam Perkara Narkotika,” Jurnal Penelitian Hukum 5, no. 2 (2022): 123.

45 Chairul Huda, “Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana,” Jurnal Hukum dan Peradilan 10, no. 3
(2021): 360.

24


https://journal.fexaria.com/j/index.php/jhbkm
https://journal.fexaria.com/j/index.php/jhbkm

Jurnal Transformasi Hukum
dan Keadilan Sosial

https://journal.fexaria.com/j/index.php/jthks Vol. 10, No. 2, April 2026

didasarkan pada pembuktian mengenai adanya pengetahuan, keterlibatan, serta peran nyata
terdakwa dalam penyelundupan narkotika.

Pembuktian kesalahan menjadi aspek penting dalam menentukan pertanggungjawaban
pidana pekerja transportasi laut. Aparat penegak hukum harus membuktikan adanya unsur
kesengajaan atau kealpaan melalui alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum acara pidana.
Apabila tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya keterlibatan pekerja transportasi laut,
maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan. Dengan demikian, penerapan
hukum pidana dalam kasus penyelundupan narkotika harus tetap memperhatikan prinsip tidak
ada pidana tanpa kesalahan guna menghindari kriminalisasi terhadap pekerja transportasi laut
yang tidak terlibat.

Saran

Aparat penegak hukum dalam menangani perkara penyelundupan narkotika melalui
transportasi laut perlu melakukan analisis yang cermat terhadap peran dan tingkat keterlibatan
pekerja transportasi laut. Penentuan pertanggungjawaban pidana tidak seharusnya hanya
didasarkan pada keberadaan terdakwa di lokasi ditemukannya narkotika, tetapi harus
mempertimbangkan pembuktian unsur kesalahan, pengetahuan, dan keterlibatan nyata dalam
tindak pidana tersebut. Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan terhadap
transportasi laut guna mencegah penyalahgunaan kapal sebagai sarana penyelundupan
narkotika serta memberikan perlindungan hukum bagi pekerja transportasi laut yang tidak
terlibat.
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